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ABSTRACT
Notary As a public official (openbaar ambtenaar) Notary has the authority to make authentic deeds. In practice Notaries whose position as public officials are often involved with civil law matters. In connection with his authority, the Notary may be held responsible for his actions or work in making an authentic deed. The Notary Office Law classifies four types in the form of written warnings, temporary termination, termination with respect and termination with disrespect. The negligence committed by the Notary in performing his duties and positions, causes the deed he made to be a legally defective deed.
In practice it often happens that the Notary is appointed as the Defendant by the other party, who feels that the legal action mentioned in the deed is categorized as an act of infringement or a legal act of the Notary. In this regard, the Notary can be sued and this lawsuit is directly addressed to the Notary himself as the sole Defendant, but in this case there is a limitation that must be through a mechanism that has been determined by law and court that is done by suing Notary according to civil procedure law to the District Court , but before the court process the notary must first conduct an examination process by the honorary council of notaries to prove it through a code of ethics, by specifying which provisions or Articles are violated by the Notary.
Civil legal liability of Notaries who violate the sale and purchase agreement, Notaries must be held accountable for their actions by imposing civil sanctions in the form of compensation or compensation to the aggrieved party for illegal acts committed by the Notary, reviewed from the Judge's decision in court.
Keywords: Notary's responsibility, deed of sale and purchase agreement, compensation
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS AKIBAT PEMALSUAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Ridho Reynaldi

NPM. 178100021
Program Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

Email: Ridhoreynaldi28@gmail.com
Pembimbing I: Dr.H.Absar Kartabrata, S.H,.M.Hum

Pembimbing II: Muhammad Azhari, S.H.,Sp.N.,M.H.

ABSTRACT
Notaris Sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) Notaris berwenang membuat akta otentik. Dalam praktiknya Notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum sering terlibat dengan perkara hukum perdata. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya atau pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris mengklasifikasikan empat jenis berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi akta yang cacat secara yuridis.

Dalam praktik sering terjadi Notaris didudukkan sebagai Tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran atau perbuatan hukum Notaris. Dalam kaitan ini Notaris boleh saja digugat dan gugatan ini langsung ditujukan kepada Notaris sendiri sebagai Tergugat tunggal, tetapi dalam hal ini ada batasannya yaitu harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan undang-undang dan pengadilan yaitu dilakukan dengan cara menggugat Notaris menurut hukum acara perdata ke Pengadilan Negeri, namun sebelum proses pengadilan notaris harus menjalankan proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh majelis kehormatan notaris untuk membuktikannya melalui kode etik, dengan menunjuk ketentuan atau Pasal mana yang dilanggar oleh Notaris. 

Pertanggungjawaban secara hukum perdata Notaris yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian pengikatan jual beli, Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris, ditinjau dari putusan Hakim di pengadilan.

Kata Kunci : Pertanggung jawab Notaris, akta perjanjian jual beli, ganti rugi
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